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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

BUMN adalah sebuah perusahaan negara telah menempatkannya sebagai badan 

usaha yang mempunyai karakteristik khusus. Disamping tuntutan untuk menghasilkan 

keuntungan serta mempunyai nilai profit bagi negara, juga melekat fungsi dalam 

mengemban tujuan kesejahteraan masyarakat atau rakyat yang menjadi tujuan negara. 

BUMN sebagai salah satu bentuk usaha ditetapkan untuk dikelola berdasarkan mekanisme 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun modal pembentukan 

BUMN yang berasal dari kekayaan negara.   

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu salah satu penggerak utama dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional, tentu saja tidak hanya mendorong pengembangan BUMN 

itu sendiri, tetapi juga menjadikan BUMN sebagai salah satu pondasi penting dalam 

pembangunan nasional. Peran penting BUMN bukan hanya diharapkan sebagai penyumbang 

terbesar dalam perekonomian nasional tetapi juga diharapkan dapat menjadi pengemban 

kepentingan dalam pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat yang berlandaskan pada 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara. Dalam Undang - Undang tersebut berisikan bahwa Badan Usaha Milik Negara 

merupakan pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 

ekonomi dan BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian 

nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat dan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat yang belum optimal.  
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Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesejahteraan masyarakat dimana 

diantaranya memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, dalam hal ini para pegawai 

BUMN pun termasuk untuk diberikan kehidupan yang layak atau disejahterahkan. PT KAI 

(Persero) salah satu BUMN yang telah menerapkan standar pelayanan minimum.  

Standar pelayanan minimum adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi 

dengan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji perusahaan kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Standar tersebut menjadi acuan PT KAI (Persero) untuk memberikan suatu upaya untuk 

kesejahteraan pegawai. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan fasilitas atau sarana 

berupa kartu bukti diri (KBD) untuk mereduksi tarif angkutan kereta api. Berikut ini yang 

berhak menerima fasilitas kartu bukti diri (KBD).  

Tabel 1.1 Daftar penerima fasilitas kartu bukti diri  

No.  ORANG YANG BERHAK MENERIMA  MASA BERLAKU  

1  Calon Pegawai  Sampai menerima kartu multi fungsi  

2  Pekerja PKWT  5 Tahun  

3  Keluarga Dewan Komisaris  5 Tahun  

4  Keluarga Direksi  5 Tahun  

5  Keluarga Pekerja  5 Tahun  

6  Keluarga Pekerja yang diperbantukan  5 Tahun  

7  Pensiunan Pekerja  Seumur Hidup  

8  Keluarga Pensiunan  5 Tahun  

9  Orangtua Pekerja  5 Tahun  

  Sumber : PT KAI (Persero) Divisi Regional III Palembang  
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Fasilitas yang diberikan kepada pegawai bertujuan untuk menunjang keberhasilan 

atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang didasari atas kinerja yang baik serta 

ketaatan kepada instansi, profesional dan sikap disiplin yang tinggi.  

Disiplin adalah perasaan ketaatan dan kepatuhan kepada nilai-nilai yang dipercaya 

termasuk dalam melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang dirasakan menjadi 

tanggungjawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) 

kepada peraturan (tata tertib). Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya manajemen 

sumber daya manusia (2001:193), disiplin merupakan suatu bentuk kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati akan semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran merupakan bentuk sikap seseorang yang dengan secara sukarela menaati atau 

mematuhi semua peraturan dan sadar akan pekerjaan atau tugas dan tanggung jawabnya, 

selanjutanya, kesediaan merupakan suatu tingkah laku seseorang dalam melaksanakan 

aturan perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis.  

Kedisiplinan adalah sesuatu komposisi penting yang harus ada pada setiap pekerja 

atau pelaksana. Disiplin juga sebagai salah satu faktor yang dapat membuat suatu instansi 

berjalan dengan baik, ada banyak sekali contoh disiplin, salah satunya yakni dalam 

menjalankan tugas. Seorang pekerja di suatu instansi harus mentaati segala peraturan yang 

ada didalam instansi. Pekerja harus tunduk dan patuh dalam rangka untuk mewujudkan 

pegawai atau pekerja yang handal dan profesional. Pegawai juga dituntut untuk dapat 

bersikap disiplin, adil, transparan, jujur dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.   

  

  

 

 

 



4 
 

 

Berdasarkan dengan keputusan direksi PT KERETA API Indonesia (PERSERO) 

Nomor : KEP.U/KP.408/V/1/KA-2012 tentang peraturan disiplin pegawai PT KERETA 

API Indonesia (Persero) dalam pasal 3 point g yakni setiap pegawai atau pelaksana wajib 

memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan/atau pegawai 

menurut bidang tugasnya masing-masing serta pada point  k yakni  mematuhi instruksi 

direksi/pejabat lainnya yang berwenang/ atasannya masing-masing baik lisan maupun 

tulisan.   

Pendisiplinan pekerja sangat berpengaruh terhadap citra, kesan dan kinerja pegawai. 

Suatu bentuk disiplin pegawai yakni memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya yang 

gunanya untuk mempermudah dalam memuaskan konsumen sehingga tidak terjadinya 

komplain.   

Suatu perusahaan harus memberikan pelayanan berupa fasilitas yang baik terhadap 

pegawai. Perusahaan juga harus meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui program 

pemberian fasilitas sarana yang memadai dan berstandar dalam perusahaan. Menurut 

Tjiptono dalam bukunya pemasaran jasa (2014:317), fasilitas adalah sumber daya fisik yang 

harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan atau diberikan kepada konsumen. Fasilitas juga 

adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan terutama yang berkenaan dengan apa yang 

dirasakan pelanggan secara langsung. Persepsi atau pemikiran yang diperoleh dari interaksi 

langsung terhadap pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut 

dipandangan pelanggan.   

Pernyataan diatas diperkuat dalam penelitian terdahulu Moh. Farhan Maulana yang 

berjudul analisis pengaruh gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan 

pabrik roti universal (bayu bagus) baron nganjuk tahun 2016, ia menyebutkan bahwa fasilitas 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, secara parsial hal ini telah terbukti 

dengan hasil nilai uji t 4,817, diperjelas oleh hasil analisis regresi linier berganda.   
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Analisis regresi linier berganda juga menyatakan bahwa setiap kenaikan akan satu 

satuan fasilitas kerja maka kinerja juga akan meningkat sebesar 0.365. Berarti semakin besar 

fasilitas kerja yang diberikan, maka semakin baik juga kinerja karyawan dalam menjalankan 

pekerjaan. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang pernah ada dari pendapat Welli 

(2014) bahwa fasilitas kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja pekerja. Selanjutnya dalam 

hal ini PT KAI (Persero) Divisi Regional III telah menerapkan dengan memberikan 

pelayanan berupa sarana fasilitas kartu bukti diri (KBD).   

Pelayanan berupa sarana fasilitas KBD ini ditugaskan kepada bagian unit SDM dan 

UMUM, dalam hal ini Manajer SDM dan UMUM memberikan amanat secara lisan kepada 

pegawai unit umum untuk melaksanakan pemberian pelayanan dengan secepatnya dengan 

mengacu kepada keputusan direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor : 

KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 tentang syarat - syarat dan tarif angkutan kereta api 

penumpang dalam pasal 1 point g yakni standar pelayanan minimum atau (SPM) ialah 

sebagai ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.  

Dalam memberikan pelayanan, pelaksana unit umum tidak dipertugaskan secara 

khusus atau menggunakan surat keputusan berupa tugas pokok pegawai, karena memang 

pada dasarnya tupoksi pegawai tidak dirumuskan dalam bentuk surat keputusan, melainkan 

pegawai terbagi menjadi pelaksana SDM dan UMUM. Pelaksana membuat kerangka sendiri 

mengenai tugas yang telah dibagi di unit masing-masing. Dalam pembuatan KBD ini 

pelaksana dalam memberikan pelayanan yang ditunjuk Manajer terhadap satu orang tetapi, 

pelaksana dalam hal ini diberi tugas tambahan untuk menyelesaikannya.  
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Sesuai dengan peraturan direksi PT KERETA API (Persero) nomor: 

PER.U/KH.201/VII/1/KA-2018 tentang kartu identitas perusahaan. Kartu bukti diri (KBD) 

berupa fasilitas atau sarana yang dapat membantu dan memberikan kenyamanan kepada 

pensiunan dan keluarga pekerja untuk menggunakan kereta api dengan biaya yang telah 

direduksi 50%.   

Pelayanan berupa fasilitas itu telah lama diberlakukan di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang. Fasilitas itu diberlakukan hingga 5 tahun untuk 

keluarga pekerja, 1 tahun untuk anak pensiunan, sedangkan untuk pensiunan seumur hidup. 

Proses pembuatan kartu ini paling lama hanya 2 hari, tetapi menyesuaikan manajer ada 

ditempat atau tidak atau jika semua persyaratan user telah dipenuh secara lengkap.   

Pada dasarnya dalam pembuatan kartu bukti diri ini tidak ada peraturan atau SOP 

untuk batas waktu dalam menyelesaikannya, namun sesuai dengan intruksi Manajer untuk 

memberikan pelayanan dengan secepatnya dan merujuk terhadap standar pelayanan 

minimum yang menjadi tolak ukur pelaksana dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, serta permintaan konsumen menuntut 

untuk dilayani dengan cepat. Namun kenyataan dilapangan, masih banyak ditemukan 

komplain dari konsumen dalam pembuatan KBD yang lama yakni mencapai 1 sampai 4 

bulan. Kebanyakan orang menanyakan kapan KBD itu selesai padahal ia sudah lama 

mengajukan dan telah  membutuhkan kartu tersebut.   

Berikut ini beberapa contoh permintaan pembuatan kartu bukti yang terlihat pada 

tanggal pengajuan di form permintaan kartu bukti diri kapan konsumen mengajukan dan 

kapan pelaksana membuat kartu tersebut terlihat pada KBD yang telah dicetak yakni terdapat 

tanggal pelaksana membuat kartu tersebut.  
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1. Pada kertas putih yakni form permintaan KBD, konsumen mengajukan pada tanggal 11  

Februari 2019, dan pada KBD yang telah dibuat dan dicetak pelaksana pada tanggal 21 

Mei 2019. Dalam hal ini proses waktu yang digunakan mencapai 3 bulan.  

 

Gambar 1.1 Form permintaan pembuatan kbd dan hasil kbd yang telah tercetak Sumber              

Data: PT KAI (Persero) Divisi Regional III Palembang 
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2. Pada kertas putih yakni form permintaan KBD, konsumen mengajukan pada tanggal 08 

Januari 2019, dan pada KBD yang telah dibuat dan dicetak pelaksana pada tanggal 14 Mei 

2019. Dalam hal ini proses waktu yang digunakan mencapai 4 bulan.  

 

Gambar 1.2 Form permintaan pembuatan kbd dan hasil kbd yang telah tercetak 

Sumber Data : PT KAI (Persero) Divisi Regional III Palembang 

  

Gambar 1.1 dan gambar 1.2 menjelasakan bahwa masih ada ditemukan terlalu lama 

proses dalam pembuatan kartu bukti diri (KBD). Untuk memperjelas gambar diatas, berikut 

laporan rekapan pembuatan kartu yang mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan 

kartu bukti diri (KBD) pada tahun 2019.   
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Tabel 1.2 Rekapan pembuatan kartu bukti diri tahun 2019  

NO  NAMA  TEMPAT  

KEDUDUKAN  

HUBUNGAN  TANGGAL 

PENGAJUAN  

TANGGAL 

PEMBUATAN  

1  Indah Atika  Ruas Los TMB  Istri  09-10-2018  03-01-2019  

2  M. Dylan  Ruas QC TMB  Anak  20-11-2018  28-01-2019  

3  Gita  

Rosdelima  

Pelaksana Daily  

Check TMB  

Istri  31-10-2018  01-02-2019  

4  Shelfiana  Petugas UPT 

Resor ME  

Istri  25-02-2019  25-03-2019  

5  Anindita 

Khalisah N  

Pelaksana Ruas  

Los TMB  

  

Anak  28-02-2019  25-03-2019  

6  Alfian  

Alamsyah  

Pelaksana  

Akuntansi  

DIVRE III PG  

SUAMI  28-02-2019  26-03-2019  

7  Rizka 

Nabilah  

Pelaksana  

Penagihan Aset  

Anak  25-01-2019  25-02-2019  

8  Zurtini  Pelayanan  

Kebersihan  

Diatas KA  

Istri  10-01-2019  25-02-2019  

9  Winda  

khoiriah 

Astin  

PPJ UPT  

RESOR MRL  

Istri  01-03-2019  01-04-2019  

10  Tera  

Monica  

Sari  

Paramedis Pos 

Kesehatan LLG  

Istri  04-01-2019  08-05-2019  

11  M. Abidzar 

Alghifari  

Masinis Muda  

KA LLG  

Anak  25-02-2019  08-05-2019  

12  Annisa  

Ulya  

Khairina  

Penyelia  

Dinasan LLG  

Anak  26-02-2019  08-05-2019  

13  M. Qodri 

Rizky A  

Masinis Muda 

UPT LLG  

Anak  20-03-2019  09-05-2019  

14  Lutfi  

Fadhil  

Abqory  

Masinis  

Pertama TMB  

Anak  28-02-2019  09-05-2019  

15  Abimasya  

Ghifari  

Calon Masinis  

UPT TMB  

Anak  05-01-2019  09-05-2019  

16  Leni  

Marlina  

Satuan Kerja 

Resor JR SN  

Istri  29-03-2019  14-05-2019  

17  Nurmansya 

h   

Paramedis 

Klinik KPT  

Suami  19-03-2019  14-05-2019  

18  Althafariz 

Bilfaqih  

Juru Langsir 

Stasiun KPT  

Anak  20-03-2019  14-05-2019  
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 Lanjutan Tabel 1.2 

19  Arum  

Puspa Sari  

Masinis UPT  

LLG  

Istri  21-03-2019  21-05-2019  

20  Trilisetyo  

W  

Calon Masinis  

UPT LLG  

Istri  21-03-2019  21-05-2019  

21  Siti  

Masithoh   

Pengatur  

Perjalanan TTR  

Istri  14-03-2019  22-05-2019  

22  Heny 

Puspita  

Teknisi KPT  Istri  18-02-2019  21-05-2019  

23  Muhamma 

d Zain H  

Pelaksana ADM 

BIB  

Anak  02-04-2019  14-05-2019  

24  Amelya 

Yunita  

Pelaksana Ruas  

KPT  

Istri  19-02-2019  22-05-2019  

25  Sultan  

Aqsal  

Safatullah  

JM Perawatan 

Gerbong Kereta  

Anak  

  

22-04-2019  11-06-2019  

26  Ratna 

Juwita  

Ruas Los KPT  Anak  04-05-2019  17-06-2019  

27  Sulimah  Kepala Rs LLG  Istri  04-06-2019  04-07-2019  

28  Novita Sari  Kepala Rs Jalan 

Rel Simpang   

Istri  08-06-2019  07-07-2019  

29  Suyati  UPT Crew LLG  Istri  12-05-2019  22-08-2019  

30  Ramiana  Upt Rs Rel LT  Istri  28-05-2019  06-08-2019  

31  Alseva 

Raiswan  

Dipo LOK KPT 

DIVRE III PG  

Anak  18-04-2019  22-09-2019  

32  Putri  

Wulandari  

Pengawas Check 

TMB  

Istri  26-07-2019  11-09-2019  

33  Abdullah 

Yunus  

Pelaksana Ruas 

Los UPT KPT  

Anak  05-08-2019  14-10-2019  

34  Mitra 

Pertiwi  

Calon Masinis  

UPT TMB  

Istri  05-09-2019  07-10-2019  

35  Adibah 

Qiana K  

Schowing 

Urusan LLG  

Anak  22-09-2019  14-11-2019  

36  Eni  

Suryani  

Ahli Persinyalan 

& Telkom PLG  

Istri  23-09-2019  17-11-2019  

37  Herdaliana  Pengawas Peron 

UPT SB C ME  

Istri  04-10-2019  01-12-2019  

38  Putri Anita 

Sari  

Pelaksana  

Quality Control  

Istri  16-11-2019  01-12-2019  

  Sumber Data: PT KAI (Persero) Divisi Regioanal III Palembang  
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Dengan melihat rekapan pada tabel 1.2 bahwa pada tahun 2019 masih banyak 

ditemukan pembuatan kartu bukti diri (KBD) yang sangat lama yaitu mencapai waktu 1-4 

bulan. Dengan demikian, perlu diteliti dan di perdalam kembali hal atau faktor permasalahan 

apa yang menjadi penyebab sehingga pegawai mengalami keterlambatan dalam pembuatan 

kartu bukti diri (KBD) di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu apa faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan kartu bukti diri (KBD) 

di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Kota Palembang?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

keterlambatan dalam pembuatan kartu bukti diri (KBD) di PT Kereta Api Indonesia  

(Persero) Divisi Regional III kota Palembang.   

D. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan dapat memberikan 

banyak manfaat antara lain:  

1. Secara Teoritis   

Hasil skripsi ini dapat menjadi referensi bagi pembaharuan Ilmu Administrasi publik 

khususnya Manajemen sektor publik dalam memberikan pelayanan yang maksimal.  

2. Secara Praktis  

A. Bagi Penulis  

a. Dapat menambah dan memperluas wawasan yang berhubungan dengan pengetahuan 

dalam mengerjakan skripsi dengan judul yang di teliti.  

 



12 
 

 

b. Dapat memberikan gambaran bagi penulis dalam penulisan skripsi dan mencari titik 

terang dalam permasalahan yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan 

kendala ataupun penghambat dalam pelaksanaan program yang belum tercapai dengan 

baik.  

B. Bagi Instansi  

a. Penelitian demikian diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan bagi kantor PT 

KAI (Persero) Divisi Regional III Kota Palembang sehingga dapat mengambil langkah 

yang ideal dalam melaksanakan program yang ingin di maksimalkan.  

b. Diperolehnya teknik dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan berbagai 

program yang kreatif dan inovatif di lingkungan instansi dalam rangka memenuhi berbagi 

kebutuhan dan keinginan mereka melalui kemampuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi 

yang dikuasai oleh mahasiswa.  

C. Bagi Perguruan Tinggi  

a. Melalui mahasiswa dan dosen, diharapkan dapat memperoleh umpan balik sebagai ilmu 

perkuliahan dalam penyempurnaan kurikulum dan sumber inspiratif bagi suatu rancangan 

untuk pengabdian kepada masyarakat atau rakyat yang disebut dengan penelitian.  

b. Diperolehnya komposisi masukkan untuk meningkatkan atau memperluas kerjasama 

dengan stakeholders (perusahaan, dan pemerintahan daerah setempat).  

D. Bagi Peneliti selanjutnya   

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya untuk melakukan perbandingan 
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